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PUTUSAN
Nomor 0417/Pdt.G/2016/PA.Smd.

HAJ\QAJJ\A:\A\W

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Barang-Barang
Kredit, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA,
sebagai Penggugat;

melawan

Aden Eko Sunarko bin Sumarji, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan
Usaha Bengkel Las, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA
SAMARINDA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 Maret 2016 telah
mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 0417/Pdt.G/2016/PA.Smd.,
tanggal 07 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
hari Minggu tanggal 14 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 24
Dzulhijjah 1427 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagaimana
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tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/99//2007 tanggal 15
Januari 2007,

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Raudah 5, Kota Samarinda
selama 5 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di
rumah sewaan di Jalan Bengkuring Luar, Gang Tulus Kota Samarinda
selama 8 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai
2 orang anak bernama :

a. ANAK | PENGGUGAT DAN TERGUGAAT, lahir di Samarinda, tanggal
23 Februari 2008

b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAAT, lahir di Samarinda, tanggal
04 Maret 2009

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2015 mulai tidak rukun, antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan
Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat,
seperti ketika Penggugat bekerja dan Penggugat terkadang pulang sampai
malam, namun Tergugat malah menuduh Penggugat selingkuh dan
tuduhan tersebut tanpa ada bukti dan alasan yang jelas sehingga antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan ketika terjadi
pertengkaran, Tergugat sering berlaku kasar dan sampai menyakiti jasmani
Penggugat dalam bentuk tindakan KDRT;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian
kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan istimewa
dengan laki-laki manapun kecuali dengan Tergugat saja, namun Tergugat
tidak menerima penjelasan dan tidak mengindahkan nasehat dari
Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2016, dan sejak itu pula

Penggugat meninggalkan rumah sewaan dengan alasan karena di usir oleh
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Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak
pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan
bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke

Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada

Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Aden Eko Sunarko bin
Sumarji) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun
2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk
menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Fathurrachman, M.H. namun
kembali tidak berhasil;

Bahwa, dalam persidangan tanggal 31 Maret 2016 Penggugat dan
Tergugat kembali datang kepersidangan dan menyampaikan permohonannya
untuk mencabut perkaranya, kemudian atas persetujuan Tergugat mecabut

perkaranya;
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Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian, majeli Hakim berhasil
mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaiannya,
Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor 0417/Pdt.G/2016/PA.Smd. dicabut;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami, Drs. Ahmad Ziadi
sebagai Ketua Majelis, H. Ali Akbar, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Rozanah, S.H.,
M.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 31 Maret 2016
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Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak
Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H., M.H. Drs. Ahmad Ziadi
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 160.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)
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Samarinda, 31 Maret 2016
Disalin sesuai aslinya

Wakil Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.
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